BUPATI MALINAU

PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALINAU

NOMOR 11 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALINAU
NOMOR 8 TAHUN 2008 TENTANG POKOK-POKOK

Menimbang :

Mengingat :

PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALINAU,

a. bahwa memperhatikan masa transisi Sistem Akutansi

1.

Pemerintah Daerah berbasis kas menuju akrual dengan
penerapan Sistem Akutansi Pemerintah Daerah Berbasis
Akrual Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64
Tahun 2013 perlu segera di laksanakan, dan untuk
tertibnya administrasi pengelolaan keuangan daerah
sehingga perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten
Malinau tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
Kabupaten Malinau Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-
pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau,
Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota
Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3896); sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3962);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang...........



4.

10.

11.

-2-

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

Undang-Undang Indonesia Nomor 20 Tahun 2012 tentang
Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara. (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5362);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali,terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4502);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5165);

12. Peraturan Menteri...........



12.

13.

14.

15.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013
tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual
pada Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 8 Tahun
2008 tentang Pokok -Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah kabupaten Malinau Tahun 2008 Nomor
8).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALINAU

Menetapkan :

dan

BUPATI MALINAU

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALINAU NOMOR 8
TAHUN 2008 TENTANG POKOK-POKOK PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2008 tentang
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Malinau Tahun 2008 Nomor 8), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan BAB X AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH Bagian Pertama
Sistem Akuntansi Pasal 164 ayat 5 dan ayat 6 diubah, sehingga
keseluruhan berbunyi sebagai berikut:



(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

BAB X
AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH
Bagian Pertama
Sistem Akuntansi
”Pasal 164

Entitas pelaporan dan entitas akuntansi menyelenggarakan sistem
akuntansi pemerintah daerah.

Sistem akuntansi pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati mengacu pada peraturan daerah
tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah.

Sistem akuntansi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi serangkaian prosedur mulai proses pengumpulan data,
pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam
rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan
secara manual atau menggunakan aplikasi computer.

Proses sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didokumentasikan dalam
bentuk buku jurnal dan buku besar, dan apabila diperlukan ditambah
dengan buku besar pembantu.

SAPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) memuat pilihan prosedur dan
teknik akuntansi dalam melakukan identifikasi transaksi, pencatatan pada
jurnal, posting kedalam buku besar, penyusunan neraca saldo serta
penyajian laporan keuangan.

Penyajian laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) terdiri
atas:

a. laporan realisasi anggaran;

b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
C. neraca;

d. laporan operasional;

e. laporan arus kas;

f. laporan perubahan ekuitas; dan

g. catatan atas laporan keuangan.

Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat
(S) terdiri atas :

a. Sistem akuntansi PPKD; dan

b. Sistem akuntansi SKPD.
(8) Sistem akuntansi...........



(8) Sistem akuntansi PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a
mencakup teknik pencatatan, pengakuan dan pengungkapan atas
pendapatan-LO, beban, pendapatan-LRA, belanja, transfer, pembiayaan,
aset, kewajiban, ekuitas, penyesuaian dan koreksi, penyusunan laporan
keuangan PPKD serta penyusunan laporan keuangan konsolidasian
pemerintah daerah.

(9) Sistem akuntansi SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b
mencakup teknik pencatatan, pengakuan dan pengungkapan atas
pendapatan-LO, beban, pendapatan-LRA, belanja, aset, kewajiban, ekuitas,
penyesuaian dan koreksi serta penyusunan laporan keuangan SKPD.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Daerah ini dengan penempatanya dalam Lembaran Daerah Kabupaten

Malinau.

Ditetapkan di Malinau
pada tanggal 23 Desember 2015.

BUPATI MALINAU,

YANSEN TP

Diundangkan di Malinau
pada tanggal 23 Desember 2015.

Plt. SEKRETARIS DAERAH,

HENDRIS DAMUS
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALINAU TAHUN 2015 NOMOR 11.

NO REG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALINAU PROVINSI
KALIMANTAN UTARA: ( 11 )/(TAHUN 2015).

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KABAG HUKUM,

JEMI,SH,M.Si
PENATA TK.III/d
Nip.19690627 200312 1 008




